
SALINAN 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA T1MUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 79 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG IVIAHA ESA 

BUPATI PONOROGO 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun :2022 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tam.bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 8v Dati II Surabaya dengan rnengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 8y Undang-Undang 16 
Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nom.or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t.entang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 1:2 Tahun 2011 t.entang Pembentukan Peraturan. Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nom.or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4„ Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun. 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210„ Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:mor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara :Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Le:mbaran Negara :Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 
Nomor 11.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang P'erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2'017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Tahun 
2018 Nom.or 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 63:23); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, F'enyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 



- 4 - 

Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, F'enyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 17'77); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah, 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi P'emerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan. Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom.or 926); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8); 

29. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarda Daerah 
Tahun An.ggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tenta.ng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 52); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN 13UPATI PONOROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Pendaparar,i Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekaya.an bersih 
dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran beriktanya. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula 	 Rp2.298.905.405.508,00 
b. Bertam.bah 	 Rp 10.087.368.616,00 
Jumlah pendapatan daerah setelah peruba_han 

	
Rp2.308.992.774.124,00 



2. Belanja Daerah 

a. Semula 	 Rp2.518.771.426.224,00 
b. Bertambah 	 Rp 195.20'7.468.489,00  
Jumlah belanja daerah setelah perubahan 	 Rp2.713.978.894.713,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Peneritnaan pembiayaan 

1) Semula 	 Rp 229.665.842.494,00 
2) Bertambah 	 Rp 244.232.773.095,00  

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 	 Rp 473.898.615.589,00 
b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 	 Rp 	9.79'9.821.778,00 
2) Bertambah 	 Rp 59.112.673.222,00  
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 	 Rp 68.912.495.000,00  
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 	 Rp 404.986.120.589,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 	 Rp 	 0,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

1.  Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2.  Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rinc:ian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3.  Lampiran III. A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang; 

4.  Lampiran III. B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang/Jasa; 

5.  Lampiran IV. A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang; 
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6. Lampiran VII. A 

7. Lampiran VIII 

8. Lampiran IX 

Daftar Nama Penerirria, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang; 

Daftar Nama Penerinia, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus; 

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi; Hasil Kepada Pemerintah 
Kabu.paten; 

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi; Hasil Kepada Pemerintah 
Kota:; 

: Daftar Nama Penerinaa, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi; Hasil Kepada Pemerintah 
Desa; 

: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan. Rincian Objek dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

: Rincijan Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

: Rincin DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Burni Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan. 

: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam 
Ranc:angan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara 

6. Lampiran IV. B 

7. Lampiran V. A 

8. Lampiran V. B 

9. Lampiran VI. A 

10. Lampiran VI. B 

11. Lampiran VI. C 

12. Lampiran VII. A 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 11 Oktober 2022 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 11-10-2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 79. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA B IAN HUKUM 
SEKR.ET IAT DAERAH 

SOEGENG PfZAKOSO, 	M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003 
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